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ABSTRAK 

KECENDERUNGAN KEPATUHAN PAJAK BAGI PENGUSAHA UMKM 

DENGAN BERLAKUNYA PPh FINAL ATAS OMSET PADA 

KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN 

OLEH 

ANNISA APRILIA 

 Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan 

perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018, sebagaimana terkait 

dengan kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu kepatuhan dalam membayar pajak. 

Meskipun demikian, peneliti juga mempelajari kepatuhan dalam pelaporan SPT 

Tahunan. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder melalui metode 

dokumentasi dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan metode analisis 

kuantitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP 46 sebagaimana 

diubah menjadi PP 23 cenderung sedikit meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Apabila dibandingkan dengan seluruh total penerimaan, pembayaran pajak 

yang dilakukan oleh wajib pajak UMKM tidak signifikan. Meskipun adanya 

peningkatan kepatuhan, pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah penerimaan 

pajak oleh wajib pajak UMKM dikarenakan adanya perubahan dari PP 46 Tahun 

2013 ke PP 23 Tahun 2018. Dalam PP 23 Tahun 2018 tarif pajak mengalami 

penurunan yaitu dari 1% menjadi 0,5%. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa penerapan PP 46 sebagaimana diubah menjadi PP 23 Tahun 2018 telah 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. 

 

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, UMKM, PP 46  2013, PP 23 2018, Pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penerimaan pajak merupakan peranan yang sangat penting terhadap 

perekonomian suatu negara dan merupakan sumber penerimaan utama dalam 

negeri untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan 

pembangunan nasional. Menurut Mukhlis & Simanjuntak (2011), pajak 

merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi 

pembangunan dan stabilitas perekonomian serta perbaikan infrastruktur 

negara. Setiap tahun, pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan 

pajak guna membiayai pengeluaran negara. Semakin besar tingkat penerimaan 

pajak, maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan 

sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak, maka semakin rendah 

kemampuan negara dalam membiayai pembangunan negara. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang 

paling pokok dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja 

negara. Selama lima tahun terakhir hingga saat ini, porsi penerimaan pajak 

didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin 

meningkat. Berdasarkan data APBN 2020 diketahui bahwa target penerimaan 

perpajakan mencapai 1.865,7 T dari total pendapatan negara 2.233,2 T atau 

setara dengan 83,5%.  (https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020)  

https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian setiap aturan perpajakan 

berdasarkan undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah, sehingga wajib 

dipatuhi oleh seluruh warga negara indonesia tidak terkecuali pengusaha yang 

tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk penyelenggaraan 

pemerintah dalam hal pembangunan, salah satunya dengan memberdayakan 

masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. 

Pembangunan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan pada Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) karena UMKM merupakan salah satu 

penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memiliki 

kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi 

masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan 

kegiatan usaha yang dapat memperluas dan memberikan peluang bagi 

masyarakat untuk pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong 

pertumbuhan ekonomi, yang berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. 
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Pada tanggal 12 Juni tahun 2013, pemerintah mengeluarkan kebijakan 

terbaru dibidang perpajakan yang khusus memfasilitasi para pelaku usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mudah dalam pelaporan serta 

perhitungan perpajakannya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang 

Diterima ataupun Diperoleh Wajib Pajak yang Mempunyai Peredaran Bruto 

Tertentu (PP 46 Tahun 2013) ataupun yang umum dikenal dengan PP 46 tarif 

1% untuk UMKM, diterbitkan oleh pemerintah supaya wajib pajak semakin 

patuh kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan agar 

meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang, sehingga target 

penerimaan pajak dapat tercapai. Tetapi realisasinya, penerimaan pajak 

setelah diberlakukan tarif 1% dari omset belum mencapai target, seperti yang 

dikemukakan Fauzi Ahmad dkk (2016). 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2020 di KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan 

Tahun  Target Realisasi % Pencapaian 

2018 1.950.840.787.000 893.851.146.407 45,82% 

2019 1.991.472.328.000 1.788.740.700.329 89,82% 

2020 1.790.031.334.000 1.706.932.561.979 95,36% 

 Sumber: Data KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2021) 
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Berdasarkan data KPP Pratama Pekanbaru Tampan, penerimaan 

negara dari sektor pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2018 

sebesar 893,8 Miliar atau mencapai 45,82%. Tetapi pencapaian tersebut masih 

berada dibawah target DJP yang sebesar 1.950,8 Triliun. Pada tahun 2019 

masih tidak terealisasinya target pajak yang ditetapkan DJP, penerimaan 

negara dari sektor pajak tahun 2019 mencapai 89,82% dengan pencapaian 

1.788,7 Triliun yang berada dibawah target sebesar 1.991,4 Triliun. 

Sementara realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2020 tercatat mencapai 

1.706,9 Triliun atau 95,36% dari target DJP 2020 yang sebesar 1.790 Triliun. 

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 

2018, mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Jumlah UMKM di 

Indonesia sebanyak 64.194.057 unit usaha, sedangkan usaha besar hanya 

5.550 unit usaha. (https://kemenkopukm.go.id/)  

Diketahui berdasarkan hasil evaluasi penerapan PP 46 Tahun 2013, 

jumlah pertumbuhan wajib pajak terutama wajib pajak UMKM, yang patuh 

dan secara sukarela untuk melaporkan dan menyetorkan pajaknya masih 

belum seperti yang diharapkan pemerintah. 

 

 

 

 

https://kemenkopukm.go.id/
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Tabel 1.2          Grafik 1.1 

Jumlah UMKM   Jumlah Penyetor Pajak UMKM 

 
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM    Sumber: Data KPP Pratama Pekanbaru 

   Pekanbaru          Tampan (2021) 
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sebesar sebelumnya karena tarif pajaknya menurun, sehingga pelaku UMKM 

mempunyai daya ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. 

Dapat disimpulkan PP 23 Tahun 2018 merupakan penanggulangan keluhan 

para pelaku UMKM atas peraturan sebelumnya yakni PP 46 Tahun 2013. 

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir 

dengan judul “KECENDERUNGAN KEPATUHAN PAJAK BAGI 

PENGUSAHA UMKM DENGAN BERLAKUNYA PPh FINAL ATAS 

OMSET PADA KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas penulis berusaha melihat apakah 

dikeluarkannya aturan PP Nomor 23 Tahun 2018 berdampak terhadap 

kepatuhan pembayaran dan penyampaian SPT Tahunan oleh wajib pajak 

sektor UMKM. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kecenderungan kepatuhan pembayaran pajak, penerimaan 

pajak, dan penyampaian SPT Tahunan WP UMKM atas pemberlakuan 

aturan PP 23 Tahun 2018? 

2. Bagaimana kecenderungan kepatuhan WP UMKM atas penurunan 

tarif dengan berlakunya PP 23 yang merubah ketentuan terhadap PP 

46? 
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3. Apa saja hambatan-hambatan dan upaya dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak UMKM? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kecenderungan kepatuhan pembayaran 

pajak, penerimaan pajak, dan penyampaian SPT Tahunan WP UMKM 

atas pemberlakuan aturan PP 23 Tahun 2018. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kecenderungan kepatuhan WP UMKM 

atas penurunan tarif dengan berlakunya PP 23 yang merubah 

ketentuan terhadap PP 46. 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas 

pengetahuan secara teoritis, wawasan, dan pemahaman tentang 

kepatuhan pembayaran dan penyampaian SPT Tahunan oleh wajib 

pajak  UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 
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2. Bagi wajib pajak, hasil penelitian ini juga ditujukan kepada para 

pengusaha UMKM terkait perbandingan penerapan PP 46 Tahun 2013 

dan PP 23 Tahun 2018. 

3. Bagi pihak lain, khususnya peneliti atau mahasiswa hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian 

berikutnya. 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penulisan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat di Jalan SM. Amin/Ring 

Road Arengka II. Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292. 

 1.5.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021 sampai dengan 

November 2021. 

 1.5.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2012:139), sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data yang diperoleh yaitu dari narasumber 

melalui wawancara yang dilakukan terhadap pegawai KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2012:141), sumber sekunder adalah 

sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, 

mempelajari, dan memahami melalui media lain yang 

bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen 

perusahaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

bersumber dari data yang tersedia di KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Sumber 

data lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh 

dari buku, jurnal, internet dan perangkat lainnya yang berkaitan 

dengan judul penelitian. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Dokumentasi 

Dalam metode penelitian ini penulis memperoleh data 

dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis berupa data-



 10  
 

data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 

terkait dengan masalah yang diteliti. 

2. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan 

data yang diperlukan dengan cara melakukan tanya-jawab 

dengan pihak KPP Pratama Pekanbaru Tampan agar 

mendapatkan informasi secara langsung mengenai 

permasalahan penelitian. 

 1.5.5  Analisis Data 

Analisis data dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu analisis 

kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data 

dengan cara mengorganisir data dalam sebuah kategori, menjabarkan, 

kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami. Sedangkan 

analisis kuantitatif yaitu analisa dalam bentuk angka-angka hasil 

perhitungan atau pengukuran yang dijelaskan lewat sebuah uraian. 

Penulis menggunakan analisis data bersifat kuantitatif dalam 

penelitian ini. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, 

maka penulis membagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu dengan sistematika 

sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang berisi tentang sejarah 

berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas 

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Pada bab ini penulis menjabarkan tentang teori-teori dan menjelaskan 

tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari 

hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

2.1 Sejarah KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan adalah 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan pelayanan di 

bidang perpajakan kepada masyarakat di dalam lingkup wilayah kerja 

Direktorat Jenderal Pajak. 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dibentuk 

pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

67/PMK.01/2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 13/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru 

Tampan yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung tercapainya tujuan 

Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru 

Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan 

pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya 

dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

206.2/PMK.02/2014 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak, ditetapkan wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai wilayah kota pekanbaru 

yang meliputi 5 kecamatan sebagai berikut: kecamatan tampan, kecamatan 

payung sekaki, kecamatan marpoyan damai, kecamatan bukit raya dan 

kecamatan sukajadi. 

Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerja KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan adalah wilayah pengembangan kota Pekanbaru 

dengan kegiatan bisnis yang berkembang pesat di bidang pemerintahan, 

perdagangan dan jasa. Saat ini KPP Pratama Pekanbaru Tampan beralamat di 

jalan Ring Road Arengka II (Jalan SM Amin) Pekanbaru, Riau. 

2.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

2.2.1    Visi KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

Menjadi unit kerja penghimpun penerimaan Negara yang 

terbaik demi, menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara. 

2.2.2    Misi KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal 

Pajak dalam rangka mendukung penyelenggaraan Negara yang 

berdaulat dan mandiri dengan: 
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1. Mengumpulkan  penerimaan  penerimaan  berdasarkan  kepatuhan 

pajak sukarela yang tinggi dan penegak hukum yang adil. 

2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan 

pemenuhan kewajiban perpajakan. 

3. Aparatur pajak berintegritas, komputen dan profesional. 

4.  Kompensasi yang kompentatif bebasis sistem manajemen kerja.  

2.3 Struktur Organisasi Unit Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

Adapaun bagian atau unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pertama 

Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut. 

1. Kepala kantor 

2. Kasubag umum dan kepatuhan internal 

3. Kasi pengelolaan data dan informasi 

4. Kasi pelayanan 

5. Kasi penagihan 

6. Kasi pemeriksaan 

7. Kasi ekstensifikasi 

8. Kasi pengawasan dan konsultan I II III IV 

9. Kasi fungsional  
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Unit Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

 

Kepala Kantor 

Sony Sujati  

Sub Bagian Umum dan Internal 

Wilis Amri 

Fungsional I 

Geloryos Surbakti 

Pelayanan 

Aria Bimantoro 

Kusuma Diantino 

penagihan 

Supriadi Wahyu 

Gunarso 

Ekstensifikasi 

Elmon Maron  

Pengelolaan Data dan 

Informasi 

Ermita 

Pemeriksaan 

Haposan Gultom 

Pengawasan dan 

Konsultasi I 

Gatot Sukoco 

Simarangkir 

Pengawasan dan 

Konsultasi II 

Harli Tjandra 

Pengawasan dan 

Konsultasi IV 

Slamet 

Priyanto 

Pengawasan dan 

Konsultasi III 

Agus Budi 

Setiyawan 



 16  
 

2.4 Uraian Tugas Unit Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

Adapun tugas pokok pada masing-masing seksi di kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sebagai berikut: 

1. Kepala Kantor 

a. Mengkoordinasi  penyusunan  rencana  kerja  kantor  pelayanan  pajak 

sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah. 

b. Mengkoordinasi penyusunan recana pengamatan penerimaan pajak 

berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan 

dan realisasi penerimaan tahun lalu. 

c. Mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan 

kepala kantor wilayah. 

d. Mengkoordinasi rencana pencairan dana strategis potensi dalam 

rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. 

e. Mengkoordinasi pengelolaan data guna menyajikan informasi 

perpajakan. 

 

2. Sub-Bagian Umum Dan Kepatuhan Internal 

Mengkoordinasi tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara 

mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah 

tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan 

pajak. 
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3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

Bertugas untuk melakukan pengumpulan, pencairan, pengelolaan 

data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, 

perkaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, 

pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan, Pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan 

aplikasi e-SPT dan E-Filing pelaksanaan I-SISMIOP dan SIG penyajian 

Laporan Kinerja. 

4. Seksi Pelayanan 

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk 

hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 

penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta surat penerimaan 

lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta 

melakukan kerjasama perpajakan. 

5. Seksi Penagihan 

Adapun tugas dari seksi penagihan yaitu: 

a. Membuat kepatuhan atas permohonan angsuran atau penundaan 

pembayaran piutang pajak dari wajib pajak. 

b. Membuat Surat Tagihan. 
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c. Penerbitan surat perintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak 

tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad yang baik untuk 

melakukan pembayaran pajak). 

d. Pemeriksaan dalam rangka penagihan. 

e. Membuat Surat Paksa (SP). 

f. Membuat  surat  pemblokiran  rekening  bank  wajib  pajak  (Apabila 

wajib pajak mempunyai rekening bank). 

g. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). 

h. Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluarsa penagihan 

pajak. 

 

6. Pemeriksaan Pajak 

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan 

rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 

penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta 

administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 

7. Seksi Ektstensifikasi 

Prosedur seksi ekstensifikasi adalah sebagai berikut: 

a. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan 

lapangan. 

b. Tata cara pemrosesan dan pendata dokumen masuk. 

c. Tata cara penerbitan Surat Himbauan untuk ber-NPWP. 
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d. Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka membuat 

fiskal. 

e. Tata cara pelaksanaan penelitian individual objek PBB. 

f. Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek PBB. 

g. Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB. 

h. Tata cara pembentukan/penyempurnaan. 

i. Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan. 

8. Seksi pengawasan dan konsultasi I, II, III dan IV 

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan wajib pajak, bimbingan dan himbauan kepada wajib pajak dan 

konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis 

kinerja wajib pajak melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka 

melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding seksi 

pengawasan dan konsultan. 

9. Seksi Fungsional 

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan 

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan PP 46 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP 23 Tahun 

2018 berdampak pada kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM 

di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Berdasarkan hasil pengujian trend 

menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang membayar 

pajak. Walaupun terjadi peningkatan kepatuhan, tingkat persentasenya 

masih rendah, terutama dibandingkan dengan total penerimaan kantor. 

2. Pengujian atas aturan PP 46 sebagaimana diubah dengan PP 23 juga 

berdampak terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak 

UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hasil pengujian dan analisis 

menunjukkan dampak positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT 

Tahunan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat digambarkan dari peningkatan 

jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan kewajiban penyampaian 

SPT Tahunan PPh nya, walaupun di tahun 2018 terjadi penurunan 

persentase laju pertumbuhan jumlah WP yang melakukan pelaporan SPT 

Tahunan PPh. 
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3. Penerapan PP 23 pada tahun 2018 berdampak pada menurunnya 

penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM. Mengingat PP 23 ini 

semacam insentif yang diberikan pemerintah dengan cara menurunkan 

tarif pajak untuk wajib pajak UMKM. Sehingga tujuan yang diharapkan 

adalah meningkatnya daya saing UMKM dalam usahanya, bukan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. 

4.2 Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adanya penurunan tarif pajak bagi pelaku UMKM tentunya mendapatkan 

respon positif dari masyarakat, tetapi dengan berlakunya aturan tersebut 

bisa mengakibatkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya yang 

bersumber dari pajak UMKM menurun. Alangkah baiknya selain 

menurunkan tarif pajak sektor UMKM, pemerintah juga mengimbangi 

dengan menaikkan atau mengoptimalkan penerimaan pajak dari 

masyarakat ekonomi atas agar penerimaan pajak stabil dan mencapai 

target. 

2. Bagi KPP Pratama Pekanbaru Tampan lebih meningkatkan kegiatan 

sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat terutama kepada wajib 

pajak UMKM agar lebih paham akan kewajiban perpajakannya. 

3. Bagi wajib pajak UMKM agar lebih taat terhadap peraturan perpajakan 

serta sadar akan kewajibannya dalam melaporkan dan membayar pajak 

usahanya. 
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